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PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KECAMATAN SEYEGAN

DESA MARGOLUWIH

Alamat : Jl. Godean-Seyegan Km 1, Timur Stadion TGP Margoluwih 55561 (0274) 649 6671

Nomor: 030 / [ / TII / 2019

Lamp : -
Hal : Pemberian Izin
Penelitian
Kepada Yth.
UNIVRSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
Di Yogyakarta

Dengan Hormat,

Menanggapi dan menindaklanjuti surat saudara tanggal 27
Feruari 2019, nomor 106/A.4-11/11/2019, perihal Permohonan Izin
Penelitian, maka dengan ini kami mengijinkan pada:

Nama : FAUZAN NUR FAHMI

No.Mhs/ NIM : 20150610407 /3404022212960001

Program/Tingkat : S1

No Telp/ HP : 083144949577

Keperluan : Mengadakan Penelitian/ Pra Survey/ Uji Validitas/

PKL dengan judul “HUBUNGAN KEPALA DESA
DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA DI
DESA MARGOLUWIH KECAMATAN SEYEGAN KAB
SLEMAN”.

Waktu : Selama 3 Bulan mulai tanggal 27 Februari 2019 s/d
29 Mei 2019

Dengan ketentuan sebagai berikut:

b

Wajib melaporkan diri kepada Direktur BUMDes Makarti

2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketetuan setempat yang
berlaku

3. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang
direkomendasikan

4. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian kepada Kepala Desa
Margoluwih

5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-

ketentuan diatas.

Demikian izin ini dikeluarkan agar menjadikan periksa dan dapat
digunakan sebagaiman mestinya.

Margoluwih, 1 Maret 2019

Tembusan:
1. Direktur BUMDes Makarti
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PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KECAMATAN SEYEGAN

DESA MARGOLUWIH

Alamat : Jln Godean-Seyegan Km.1 Timur Stadion TGP Margoluwih Seyegan Sleman 55561

Menimbang

Mengingat

Telpon : {0274) 549 6671

PERATURAN DESA MARGOLUWIH
NOMOR 05 TAHUN 2016

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) MARGOLUWIH

e,

-
1

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MARGOLUWIH

bahwa  untuk  meningkatkan  perekonomian dan
pendapatan masyarakat desa vang sesuai dengan
kebutuhan dan potensi desa diperlukan suatu wadah
guna mengelola perekonomian desa tersebut ;

bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan asli Desa
(PAD} perlu dilakukan optimalisasi pengelolaan asset milik
Pemerintah Desa Margoluwih sehingga dapat memberikan

~dan  membuka lapangan pekerjaan dan percepatan

pertumbuhan ekonomi masyarakat;

bahwa asset milik Pemerintah Desa Margoluwih
merupakan sarana publik yang harus dikelola dengan
baik sehingga dapat memberikan layanan yang layak
kepada masyarakat dese;
bahwa Pemerintah Desa membentuk BUMDes dalam
rangka mendorong dan menampung kegiatan peningkatan
pendapatan masyarakat den desa, serta memberikan
sumbangan bagi perekonomian desa;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a,b,c dan d perlu menetapkan Peraturan Desa
tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Desa Margoluwih;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Permbentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 18 tahun
1951;

Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2011 tentang
Pernbentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia rtahun 2011
Nomor : 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor : 5234);

Undang-Undang Nomor 1 Tshun 2013 tentang Lembaga
Kewingan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lemibaran Negara Republik Indcnesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 54S5);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Normor 5387) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nornor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5694);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47
Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang PFPeraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomer 5717);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010
tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomeoer 316) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tehnis
Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalamnm Negeri Republik Indonesia
Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Normor 2093);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak



Memperhatikan :

14,
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Asal Usul dan Kewenangan Lckal berskala Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2015 Tentang Pedoman tata Tertib dan Mekanisme
Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159):
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan
Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
Peraturan Daerah Kabupaten Sieman Nomor 3 Tahun
2013 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan
Badan Usaha Milik Desa:

Peraturan Bupati Sleman Nomor S Tahun 2015 Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupzti Sleman Nomor 1 Tahun
2016 Tentang tata Cara Pembagian dan Penetapan
Rincian dana Desa setiap Desa;

Peraturan Desa Margoluwih Nomor 2 Tahun 2016 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2016,

Keputusan Kepala Desa Margoluwih  Nomor
32/KPTS.KD/2016 Tanggal 2 Mei 2016 Tentan g
Pembentukan Tim Penyusun BUMDes Margoluwih;

Berita Acara Penyusunan dan Pembentukan BUMDes
Margoluwih, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman
Nomor 01/TP.BUMDes/V-2016.

b. Berita Acara Penyusunan dan Pembentukan BUMDes

Margoluwih, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman
Nomor 01/TP.BUMDes/V-2016.

Berita Acara  Pembentukan Pengelola  BUMDes
Margoluwih, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman
Nomor 02/TP.BUMDes/VI-2016.

Berita Acara Pembentukan Kelengkapan Pengelola
BUMDes Margoluwih, Kecamatan Seyegan, Kabupaten
Sleman Nomor 03/TP.BUMDes/VI-20186.



Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MARGOLUWIH

dan
KEPALA DESA MARGOLUWIH
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DESA MARGOLUWIH TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
MARGOLUWIH
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

VR
2,
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i 8

14,

13.

Daerah adalah Kabupaten Sleman ;

Pemernintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah ;

Bupati adalah Bupati Sleman ;

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah
kabupaten;

Camat adalah pimpinan perangkat dacrah Kecamatan ;

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah
lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
Kepala Desa adalah Kepala Desa Margoluwih;

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat
yang diakui dan dihorrnati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia ;

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul
dan adat istiadat setempat yang diakui den dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan desa ;

Asset adalah barang inventaris/kekayaan mililk Desa Margoluwih yang
berupa tanah, bangunan gedung, kcndaradn bermotor dan barang
inventaris lainya;

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah
lembaga usaha desa yang berbadan hukum yang didirikan, dikelola dan
dimiliki oleh Pemerintah Desa yang mengutamakan kemanfaatan urmum
dan kesejahteraan masyarakat serta bersifat mencari keuntungan ;

Usaha Desa adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa
antara lain usaha bidang pertanian, usaha bidang pariwisata, dan usaha
jasa dan perdagangan.



BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Maksud pembentukan Badan Usaha Milik Desa Margoluwih atau disebut
BUMDes Margoluwih adalah untuk mewadahi potensi usaha perekonomian
masyarakat yang ada di Desa Margoluwih.

Pasal 3

Tujuan pembentukan BUMDes Margoluwih adalah -

a. Meningkatkan perekonomian Desa Margoluwih;

b. Mengoptimalkan asset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;

¢. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa
Margoluwih;

d. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan
masyarakat Desa Margoluwih;

e. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa
Margoluwih.

BAB III
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH USAHA

Pasal 4

(1) Pembentukan BUMDes Margoluwih dilaksanakan melalui mekanisme
musyawarah desa atau rembug desa.

(2) Dengan nama Badan Usaha Milik Desa MAKARYO KANTHI SETITI
atau disebut BUMDes MAKARTI Desa Margoluwih.

(3) BUMDes MAKARTI Desa Margoluwih berkedudukan di wilayah Desa
Margoluwih, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman.

(4) Dalam hal perluasan usaha, wilayah usaha BUMDes MAKARTI Desa

Margoluwih dapat berlokasi di luar Desa Margoluwih, Kecamatan Seyegan,
Kabupaten Sleman.

BAB IV
ASAS, FUNGSI DAN JENIS USAHA

Pasal 5

BUMDes MAKARTI Desa Margoluwih dalam melaksanakan usahanya
berasaskan demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Pasal 6

Fungsi BUMDes MAKARTI Desa Margoluwih adalah :

a. Meningkatkan ekonomi masyarakat dan Desa Margoluwih;

b. Membuka kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa Margoluwih;
c. Menggali potensi yang ada di wilayah Desa Margoluwih;

Pasal 7

(1) Jenis usaha BUMDes MAKARTI Desa Margeluwih adalah :
a. Usaha Bidang Pertanian;
b. Usaha Bidang Pariwisata;
c. Usaha Jasa dan Perdagangan,;



(2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan
sesuai dengan kebutuhan dan potensi vang ada di wilayah Desa
Margoluwih

Pasal 8

BUMDes MAKARTI Desa Margoluwih dilarang menjalankan usaha :

a. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

b. Bertentangan dengan norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat Desa
Margeluwih;

¢. Merugikan kepentingan masyarakat Desa Margoluwih

BABV
KEPEMILIKAN

Pasal ©

(1) BUMDes MAKARTI Desa Margoluwih adaiah milik Pemerintah Desa
Margoluwih

(2) Kepemilikan Pemerintah Desa atas BUMDes MAKARTI Desa Margoluwih
diwakili oleh Kepala Desa

BAB VI
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Pengelola

Pasal 10

(1) Pengelola BUMDes MAKARTI Desa Margoluwih ditetapkan dalam struktur
organisasi kepengurusan yang terpisah dari struktur organisasi
Pemerintah Desa.

(2) Pengelola BUMDes MAKARTI Desa Margoluwih sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas :

a. Penasihat ;
b. Badan Pengawas ; dan
c. Pelaksana Qperasional.

(8) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dijabat secara ex
officio oleh Kepala Desa,

(4) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diangkat
dari tokoh masyarakat oieh Kepala Desa atas pertimbangan BPD.

(9) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c,
diangkat oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD.

(6) Organisasi kepengurusan BUMDes MAKARTI Desa Margoluwih ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Desa.



(1)

(2)

Bagian Kedua
Pelaksana Operasional

Pasal 11

Pelaksana Operasional terdiri dari ;

a. Direktur ;

b. Sekretaris ;

c. Bendahara; dan

d. Kepala Unit.

Dalam melaksanakan operasional BUMDes MAWARTI Desa Margoluwih,

pelaksana operasicnal dibantu oleh pegawai sesuai dengan kebutuhan
BUMDes.

Eagian Ketiga
Tugas dan Wewenang
Paragraf 1
Direktur

Pasal 12

Direktur mempunyai tugas :

a,

o pno0g

iy

(1)
(2)

(3)

()

Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh
kegiatan operasional BUMDes ;

Membina pegawai pelaisana operasional ;

Mengurus dan mengelola kekayaan BUMDes :

Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan BUMDes ;
Menyusun Rencana Strategis Usaha 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh
Kepala Desa melalui usul Badan Pengawas ;

Menyusun dan menyampaikan Rencana Usaha dan Anggaran Tahunan
yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Usaha
kepada Kepala Desa melalui Badan Pengawas ; dan

Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan BUMDes.

Pasal 13

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g terdirl dari
Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.

Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada zyat (1) terdiri dar laporan
kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Badan
Pengawas.

Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan
keuangan dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direktur
dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Kepala Desa.

Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan
paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku BUMDes
ditutup untuk disahkan oleh Kepala Desa paling lambat dalam waktu 30
(tiga puluh) hari setelah diterima.

Pasal 14

Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
mempunyal wewenang :

da.

Mengangkat dan memberhentikan pegawai pelaksana operasional
berdasarkan AD dan ART :



o

Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja BUMDes dengan
persetujuan Badan Pengawas ;

Mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan ;
Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili BUMDes ;
Menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan ;

Menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik BUMDes berdasarkan
persetujuan Kepala Desa dan atas pertimbangan Badan Pengawas ; dan

Melakukan ikatan perjanjian dan kerjasama dengan pihak lain.

000

e

Paragraf 2
Sekretaris

Pasal 15

Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut :

Melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran ;

Mengusahakan kelengkapan organisasi ;

Memimpin dan mengarahkan tugas-tugas pegawai ;

Menghimpun dan menyusun laporan kegiatan bersama bendahara dan
Badan Pengawas ;

Menyusun rencana program kerja organisasi.

a0 o

¢

Pasal 16

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
mempunyal wewenang :

a. Mengambil keputusan dibidang kesekretariatan ;

b. Menandatangani surat-surat ;

c. Menetapkan pelaksanaan bimbingan organisasi BUMDes ; dan

d. Penatausahaan perkantoran.

Paragraf 3
Bendahara

Pasal 17

Bendahara mempunyai tugas sebagai berikut. :

Melaksanakan pembukuan keuangan ;

Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja BUMDes ;
Menyusun laporan keuangan ;

Mengendalikan anggaran.

p.oop

Pasal 18

Bendahara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

mempunyal wewenang :

a. Mengambil keputusan dibidang pengelolaan keuangan dan usaha ;

b. Bersama dengan direksi menandatangani surat yang berhubungan dengan
bidang keuangan dan usaha.

Paragraf 4
Kepala Unit

Pasal 19



Kepala Unit mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Melaksanakan usaha ckonomi unit yang bersangkutan ;
b. Menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa

Pasal 20

Kepala Unit dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 mempunyai wewenang :

a. Dalam melaksanakan tugas unit usaha bertanggung jawab Kepada
Direktur;

b. Membuat laporan kegiatan usaha dan keuangan unit tiap bulan;

BAB VII
PEGAWAI

Pasal 21

(1) Untuk dapat diangkat menjadi pegawai BUMDes MAKART! Desa
Margoluwih harus memenuhi persyaratan :
a. Warga Negara Republik Indonesia ;
b. Penduduk Desa Margoluwih Kecamatan Seyegan yang dibuktikan
dengan kartu tanda penduduk ;
¢. Sekurang-kurangnya berijjazah pendidikan SLTA dan diutamakan
kejuruan atau Diploma III ;
. Berkelakuan baik ;
Mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan
Dinyatakan sehat oleh dokter negeri ;
g. Usia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
h. Lulus seleksi.
(2) Batas usia pensiun pegawai BUMDes MAKARTI Desa Margoluwih adalah
60 (enam puluh) tahun.

oo o

Pasal 22

Pegawzai BUMDes MAKARTI Desa Margoluwih wajib .

a. Memegang teguh, mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

b. Mendahulukan kepentingan BUMDes di atas kepentingan lainnya ,

Mematuhi segala kewajiban dan larangan : dan

d. Memegang teguh rahasia BUMDes dan rahasia jabatan.

9]

Pasal] 23

Pegawai BUMDes MAKARTI Desa Margoluwih dilarang :

a. Melakukan kegiatan vang merugikan BUMDes ;

b. Menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri
sendiri dan/atau orang lain yang merugikan BUMDes ; dan

c. Mencemarkan nama baik BUMDes.



Pasal 24

(1) Pegawai BUMDes MAKARTI Desa Margoluwih dapat dikenakan hulsuman
(¥) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Teguran lisan ;
b. Teguran tertulis ;
¢. Pemberhentian sementara ;
d. Pemberhentian dengan hormat ; dan
e. Pemberhentian dengan tidak hormat.
(3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Kerutusan Direktur.

Pasal 25

(1) Pegawai BUMDes MAKARTI Desa Margoluwin diberhentikan sementara
apabila telah melanggar larangan sebagaimana dimeksud dalam Pasal 23
dan/atau tindak pidana.

(<) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan
hukum tetap.

BAB VIII
TATA CARA PEMBENTUKAN XEPENGURUSAN

Pasal 26

(1) Pembentukan pengurus BUMDes MAKARTI Desa Margoluwih dilaksanakan
melalui musyawarah yang dihadiri oleh segenap unsur pemerintah desa
dan unsur dari kelembagaan kemasyarakatan di desa.
(2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala
Desa untuk menyusun dan/atau memilih pengurus BUMDes secara
demokratis.
(3) Pengurus BUMDes MAKARTI Desa Margeluwih sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) berasal dari tokoh masyarakat yang memiliki kemampuan,
kemauan dan kepedulian terhadap kemajuan pembangunan desa.
(4) Calon pengurus BUMDes MAKARTI Desa Margoluwih harus memenuhi
syarat
a. Warga Desa Margoluwih Kecamatan Seyegan vang mempunyal jiwa
wirausaha;

b. Bertempat tinggal dan menetap di desa Margoluwih sekurang-kurangnva
2 (dua) tahun;

¢. Sekurang-kurangnya telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun;

d. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian
terhadap perekonomian desa ;

e. Pendidikan sekurang-kurangnya SLTA atau sederajat ; dan

f. Sehat jasmani dan rohani.

Pasal 27

Masa bakti kepengurusan BUMDes MAKARTI Desa Margoluwih adalah 5 (lima)
tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnva.



Pasal 28

Pengurus BUMDes MAKARTI Desa Margoluwih berhenti atau diberhentikan
apabila:

oo TR

Meninggal dunia ;

Mengundurkan dir ;

Pindah tempat tinggal di luar desa ;

Berakhir masa baktinya ;

Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik ;
Tersangkut tindak pidana.

Pasal 29

Pengurus BUMDes MAKARTI Desa Margoluwih berhak mendapat
penghasilan yang sah sebagai penghargaan dari pelaksanaan tugasnva
sesuai dengan kemampuan keuangan BUMDes.
Pengurus BUMDes MAKARTI Desa Margoluwih. dilarang mengambil
keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidax langsung dari
kegiatan BUMDes selain penghasilan yang sah.

BAB IX
PERMODALAN

Pasal 30

Mecdal BUMDes MAKARTI Desa Margoluwih berasal dai? :

Pemerintah Desa Margoluwih;

Tabungan masyarakar ;

Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten
atau

Pinjaman desa dan/atau penyertaan modal pithak lain atau kerjasarna bag
hasil.

Pasal 31

Modal BUMDes MAKARTI Desa Margoluwih yang berasal dari Pemenntal
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, yang berupa dan:
penyertaan modal dan atau asset milik desa Margoluwih merupakar
kekayaan desa yang dipisahkan;

Modal BUMDes MAKARTI Desa Margoluwih yang berasal dari tabunga:
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, merupaka:
simpanan masyarakat ;

Modal BUMDes MAKARTI Desa Margoluwih yang berasal dam bantua:
pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sebagaiman:
dimaksud dalam Pasal 30 huruf ¢, dapat berupa hibah atau bantuan sosie

Modal BUMDes MAKARTI Desa Margoluwih yvang berasal dari pinjamas
desa dan/atau penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi has
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, dapat diperoleh da

lembaga keuangan, pemerintah daerah, pihak swasta dan/ata
masvarakat.

Pasal 32

Modal BUMDes MAKARTI Desa Margoluwih yang berasal dari pinjama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4), dilakukan setela
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(2) Persetujuan dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
persetujuan tertulis dari BPD setelah diadakan rapat khusus untuk itu.

Pasal 33

Modal BUMDes MAKARTI Desa Margoluwih selain sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 30 :

(1) kontribusi dari pihak ketiga, dimana pihak ketiga/swasta yang melakukan
segala usaha di wilayah Desa Margoluwih wajib memberikan kontribusi
kepada Pemerintah Desa Margoluwih melalui BUMDes MAKARTI.

(2) dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah, pemerintah daerah
provinsi atau pemerintah daerah kabupaten yang diserahkan kepada desa
dan/atau masyarakat melalui pemerintah desa.

BAB X
BAGI HASIL USAHA

Pasal 34

(1) Dalam waktu 1 (satu) tahun buku operasional BUMDes MAKARTI Dese
Margoluwih dapat dibagi hasil usaha BUMDes.

(2) Pembagian hasil usaha BUMDes MAKARTI Desa Margoluwih sebagaimanse
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keuntungan bersih usaha.

(3) Penggunaan bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untul
penambahan modal usaha, pendapatan asli desa, penasihat, badar
pengawas, pelaksana operasional, pendidikan dan sosial, serta cadangar
dan kegiatan lainnya.

(4) Penggunaan bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3
ditentukan sebagai berikut :

a. Penambahan modal usaha ............. S B RS AR 20 %
b. Pendapatan asli desa ........ T e AR R S ceeer 30 %
B POTRMBIIIEE ovvsvensons s s s isssess vivases s s s ann o v %
d. Badan Pengawas .......c.cociieiiiiiiniiiininineiin e S %
g, PERSEns DPETasIONal aimsmswsissanmsimmie s v 20 %
5 Penticilen Aoy SORIBY omwmms s s s s 10 %
g COlBREIN i i i A s e Ak el . 10%

BAB XI
KERJASAMA

Pasal 35

(1) BUMDes MAKARTI Desa Margoluwih dapat melakukan kerjasama usah
dengan 1 (satu) atau lebih BUMDes lain atau dengan pihak ketiga.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1} memperhatikan ketentua
sebagal berikut :

a. Kerjasama tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang
undangan.

b. Kerjasama yang memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki ata
dikelola BUMDes MAKARTI Desa Margoluwih vang mengakibatka
beban hutang, maka rencana kerjasama tersebut harus mendape
persetujuan Kepala Desa dan BPD.

c. Kerjasama yang tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimilil



mengakibatkan beban hutang maka rencana kerjasama tersebu
dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Desa dan BPD.
d. Kerjasama tersebuf menganut prinsip kemitraan yang mengutamakar
kepentingan masyarakat desa dan saling menguntungkarn.
Pasal 36

Kerjasama usaha BUMDes MAKARTI Desa Margoluwih. sebagaiman:
dimaksud dalam Pasal 33 dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.

BAB XII
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 37

(1) Pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaa
BUMDes MAKARTI Desa Margoluwih kepada Kepala Desa Margoluwih.

(2) Kepala Desa melaporkan pertanggungjawaban BUMDes MAKARTI Des;
Margoluwih kepada BPD dalam forum musyawarah.

(3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) da
ayat (2) paling sedikit memuat :
a. Laporan kinerja pelaksana operasional selama 1 (satu) tahun.
b. Kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upay
pengembangan dan indikator keberhasilan.
c. Laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha.

(4) Mekanisme dan tata tertib pertanggungjawaban disesuaikan dengan Al
dan ART.

BAB XIII
PEMRBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 38
Pemerintah Desa Margoluwih wajib membina terhadap perkembangan usah

BUMDes MAKARTI Desa Margoluwih agar tumbuh dan berkembang menjac

Badan Usaha yang bermanfaat dalam mengangkat perekonomian masyarake
desa.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 39
BPD dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah des
melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes MAKARTI Desa Margoluwil
BAB IX
PEMBUBARAN
Pasal 40

(1) BUMDes MAKARTI Desa Margoluwih dapat dibubarkan karena



b. Ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Pernbubaran BUMDes MAKARTI Desa Margoluwih sehagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(3) Semua kekayaan BUMDes MAKARTI Desa Margoluwih yang dibubarkan
dibagl menurut nila: penyertaan modal dan disctor langsung ke kas desa.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatu: dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Desa.

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, maka segala hal yang terkait
dengan scluruh aspek pelaksanaan dan optimalisasi Badan Usaha Milik Desa
di wilayah Desa Margoluwih diatur melalui Peraturan Desa ini.

Pasal 43
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dengun penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Sleman.

Ditetapkan di : Margoluwih
pada tanggal : 21 Oktober 2016

KEPAEATFESA MARGOLUWIH
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Diundangkan di Sleman
pada tanggal 24 Olitabor 2016

SEKRETARIS LESA MARGOLUWIH
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_____\—

AGUS WASISO WIBDOWOQ, S.Sos

BERITA DESA KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016 NOMOR 05



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KECAMATAN SEYEGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MARGOLUWIH
PERIODE ; 20132019

Sekretariat - Kantor Desa Margoluwih, Seyegan, Sleman, Telp.: (0274) 6496671

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MARGOLUWIH

Nomor : 06/KEP.BPD Tahun 2016

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA MARGOLUWIH
TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) MARGOLUWIH

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MARGOLUWIH

Menimbang - a. bahwa untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat
desa yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa diperiukan
adanya kegiatan usaha guna peningkatan PAD;

b. bahwa asset milik Pemerintah Desa Margoluwih merupakan sarana
publik yang harus dikelola dengan baik sehingga dapat memberikan
layanan yang layak kepada masyarakat desa;

c. bahwa Pemerintah Desa Margoluwih membentuk BUMDes dalam
rangka mendorong dan menampung kegiatan peningkatan pendapatan
masyarakat dan desa, serta memberikan sumbangan bagi
perekonomian desa;

d. bahwa untuk keperluan point ab, dan c, periu Keputusan Badan
Permusyawaratan Desa Margoluwih tentang Persetujuan Badan Usaha
Milik Desa (BUMDes) Margoluwih;

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan
; Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa
Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor : 18 tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2011 Nomor : 82, Tambahan Lembaran Negara
'Republik Indonesia Nomor : $234),
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan
Mikra (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
4, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
L embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



10.

11.

14.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5694);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015
Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang
Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 3186) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111
Tahun 2014 Tentang Pedoman Tehnis Peraturan di Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091):

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113
Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 158);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang
Pedoman tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 159);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang
Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan



18.
17.

18.

19.

20.

Memperhatikan

Menetapkan

Pertama

Kedua

Tembusan ;
1. Bupati Sleman

Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 296);

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa:
Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2015 Tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 Tahun 2016 Tentang tata
Cara Pembagian dan Penetapan Rincian dana Desa setiap Desa:
Peraturan Desa Margoluwih Nomor 2 Tahun 2016 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;

Keputusan Kepala Desa Margoluwih Nomor : 32/KPTS.KD/2016
Tanggal 2 Mei 2016 Tentang Pembentukan Tim Penyusun BUMDes
Margoluwih;

Hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah
Desa Margoluwih tanggal, 28 Oktober 2016.

MEMUTUSKAN :

Memberikan Persetujuan  atas Rancangan Peraturan Desa
Margoluwih tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Margoluwih.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di

kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan ditinjau kembali dan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Margoluwih
Pada tanggal : 28 Oktober 2016

KETUA BPD,

{

TUGIMA J( ),

Cq. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Kabupaten Sleman:;

2. Camat Seyegan;

3. Kepala Desa Margoluwih.
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KECAMATAN SEYEGAN

DAFTAR HADIR

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

(BPD)
MARGOLUWIH
PEDRIODE : 20132019
Sekretariat : Kantor Desa Margoluwih, Seyegan, Sleman, Telp.: (0274) 7496461
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PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KECAMATAN SEYEGAN
DESA MARGOLUWIH

L

KEPUTUSAN KEPALA DESA MARGOLUWIH

NOMOR: 43 /KPTS. KD/ 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGELOLA BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDes) MAKARTI DESA MARGOLUWIH
TAHUN 2016

DESA MARGOLUWIH KECAMATAN SEYEGAN
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2016



Menimbang :

Mengingat:

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KECAMATAN SEYEGAN

DESA MARGOLUWIH

Alamat : Jl Godean Seyegan Km 1, Timur Stadion TGP Margoluwih Seyegan Sleman 55561 (0274) 649 6671

T

KEPUTUSAN KEPALA DESA MARGOLUWIH
NOMOR : </3 [KPTS.KD/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PEGELOLA BADAN USAHA MILIK DESA

ENEERN

5'_,,"!

10.
1
12.

13

( EUMDes) MAKARTI DESA MARGOLUWIH
TAHUN 2016 -

KEPALA DESA MARGOLUIW!IH

calam rangka kelancaran pelaksanaan operasional BUMDes sesuai
cdengan target dan tujuan berdirinya BUMDes

bahwa untuk mencapai maksud tersebut periu dibuat dan ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pengelola Badan
Usaha Milik Desa (BUMDes) Makarti Desa Margoluwih Tahurn 2016

Undang-Undang Nomeor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah
Kabupaten dalam Lingkungan daerzah Istimewa Yogyakarta .
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang € Tahun 2014 tentang Cesa,

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan
Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan darn Belanja Negara

Peraturan Menteri Dalam Neged nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan Di Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri ncmor 113 Tahun 2014 tenlang
Pelaksanaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 Tahu 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan
Transmigrasi nomor 5/201£ tentang Fenertapan Penggunaan Dana Desa
Tahun 2015

Peraturan Bupati Sleman nomor 1 Tahun 2015 tentang Pungutan Desa
Peraturan Bupati Sleman nomeoer € Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa
Peraturan Bupati Sleman Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa

Peraturan Bupati Sleman Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Pedoman
FPenyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Peraturan Desa Margoluwih Nomor 2 tzhun 2016 Tentang Anggaran
Fendapatan dan Belanja Desa



Menetapkan :

Kesatu

Kedua

Ketiga

Keempat

15 Peraturan Desa Margoluwih Nomor 5 tahun 2016 Tentang Badan Usaha

Milik Desa (BUMDes) Margoluwih
16 Peraturan Desa Margoluwih Nomor 6 tahun 2016 Tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Margoluwih Tahun Anggaran

2016

MEMUTUSKAN

Keputusan Kepala Desa Margoluwih tentang Pembentukan Pengelola
Badan Usaha Milik Desa ((BUMDes) Makarti Desa Margoluwih Tahun
2016
Personil-Personil Pengelola BUMDes Makarti Desa Margoluwih tahun
2016 sebagaimana terlampir dalam dalam keputusan ini
Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini
dibenbankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun
Anggaran 2016
Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila ternyata
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kepulusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Margoluwinh
Pada tanggal : 28 Oktober 2016
-f}§gg&flﬁ Dgsa Margoluwin,

’ &
A,




Lampiran : SK Kepala Desa Margoluwih
Nomor ¢43 | KPTS.KD/2016

PERSONIL-PERSONIL
PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)

MAKARTI DESA MARGOLUWIH

TAHUN 2016
No Nama | Alamat Jabatan dalam Pengelola BUMDes
1. |Sunaryo (kepala Desa) | Klangkapan2 | Penasehat F
2. | Paijan Klaci 3 Ketua Badan Pengawas
3 | Giri Darojat Cibuk Kidul Anggota Badan Pengawas
4 | Tri Suwarno PH, S.50s Barak 2 Direktur
5 | H AliMahmudi Klangkapan2 | Sekretaris
6 | AviArvita Dewi Barak 1 Bendahara
7| H. Sugiyo Cibuk Lor 2 Kepala Unit Usaha Pertanian
8 | Sarbini Barak 1 Kepala Unit Usaha pariwisata N
3 | Ngaderiyanto Klangkapan 1 | Kepala Unit Usaha Jasa dan
Perdagangan

|

Margoluwih, 28 Oktober 2016

Kepala Desa,

SUNARYO

\‘\:m l“l:i-" T
. TAYA N
%‘\QI_':-:: "
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